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Abstract 
This research examines the 2 to 1 inheritance distribution system from a 
maqasid sharia perspective, with a focus on justice and prosperity in family 
inheritance. The distribution of inheritance in Islamic law, especially which 
stipulates that men have twice the rights compared to women, often triggers 
controversy regarding gender issues. Through a library research approach, 
this research analyzes how the principles of maqasid sharia—protection of the 
soul, mind, and offspring—can be integrated to formulate a fairer and more 
sustainable distribution system. Research finds that understanding 
inheritance law, social norms, economic conditions and education have a 
significant influence on the implementation of this system. In addition, 
challenges in upholding justice and adapting inheritance provisions to the 
modern context are also identified. Thus, this research provides 
recommendations for more inclusive inheritance law reform, ensuring that the 
principles of maqasid sharia are applied to achieve wider benefits, for the 
welfare of all family members, especially women. 
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PENDAHULUAN 

Pembagian waris dalam hukum Islam merupakan topik yang kompleks dan sering 
diperdebatkan, terutama terkait isu gender.(Hermanto & Ismail, 2020a) Salah satu ayat 
yang relevan adalah Surah An-Nisa (4:11), yang menyatakan bahwa hak waris seorang 
anak laki-laki dua kali lipat dibandingkan dengan seorang anak perempuan.(Ismail et al., 
2019) Meskipun ketentuan ini dapat menimbulkan kontroversi, banyak ulama 
menekankan bahwa prinsip keadilan sosial di baliknya adalah untuk menjamin 
kesejahteraan anggota keluarga, terutama perempuan, yang mendapatkan hak untuk 
mengelola dan menggunakan harta yang diwarisi.(Haryono et al., 2024) Dalam konteks ini, 
perbedaan jumlah hak waris dihubungkan dengan tanggung jawab laki-laki untuk 
menyediakan nafkah dan perlindungan. Dengan adanya perubahan nilai dalam 
masyarakat modern, argumen mengenai kesetaraan gender semakin mengemuka, 
mendorong penafsiran ulang terhadap hukum waris agar mencerminkan prinsip keadilan 
yang lebih luas.(Hermanto & Ismail, 2020b) Banyak tafsir kontemporer berusaha untuk 
menjembatani tradisi dengan konteks sosial saat ini, menegaskan bahwa pembagian waris 
bukan sekadar soal angka, melainkan juga bagaimana menjaga kesejahteraan dan keadilan 
di dalam keluarga.(Kerti et al., 2023)  

Maqasid syariah, sebagai tujuan utama dari hukum Islam, berfokus pada pencapaian 
kemaslahatan dan keadilan bagi semua individu. Dalam hal ini, pemahaman dan 
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penerapan maqasid syariah dalam sistem pembagian waris sangat penting untuk 
memastikan bahwa hak-hak semua pihak dihormati, dan bahwa keputusan yang diambil 
dapat membawa kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakat.(Sumarta et al., 2024) Oleh 
karena itu, analisis mendalam mengenai sistem pembagian waris 2 banding 1 dari 
perspektif maqasid syariah sangat relevan untuk memahami implikasi sosial, ekonomi, 
dan moral dari praktik ini. 

Dalam kajian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Rahman (2020) dan Anwar 
(2018), telah dibahas mengenai keadilan dalam pembagian waris dari perspektif sosial 
dan hukum. Penelitian Rahman menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam 
pembagian waris, sementara Anwar lebih fokus pada dampak sosial dari ketentuan waris 
tradisional. Meskipun penelitian-penelitian ini memberikan wawasan berharga, mereka 
kurang mengeksplorasi bagaimana prinsip maqasid syariah dapat diintegrasikan untuk 
merumuskan sistem yang lebih adil dan berkelanjutan. 

Selain itu, penelitian oleh Hasan (2019) juga membahas tantangan dalam 
implementasi hukum waris di masyarakat yang beragam, namun kurang menekankan 
pada aspek maqasid syariah sebagai landasan. Sementara itu, studi oleh Nisa (2021) 
menyoroti pentingnya reformasi hukum waris untuk mencapai kesetaraan, tetapi belum 
mengkaji secara mendalam bagaimana nilai-nilai maqasid syariah dapat mendukung 
reformasi tersebut. Meskipun terdapat berbagai penelitian yang menyentuh isu-isu terkait 
pembagian waris, gap yang ada dalam penelitian ini terletak pada kurangnya analisis yang 
menghubungkan konsep maqasid syariah dengan praktik pembagian waris 2 banding 1 
secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani gap tersebut dengan 
mengkaji tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasi sistem pembagian 
waris ini, serta bagaimana maqasid syariah dapat memberikan solusi untuk mencapai 
kemaslahatan yang lebih luas dalam konteks masyarakat modern. 

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi berbagai faktor yang 
mempengaruhi penerapan sistem pembagian waris 2 banding 1 serta tantangan yang 
dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya 
berkontribusi pada diskusi akademis, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi 
pengambil kebijakan dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan waris yang lebih adil 
dan sesuai dengan prinsip-prinsip maqasid syariah. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk 
menganalisis sistem pembagian waris 2 banding 1 dalam perspektif maqasid syariah. 
Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis data dari berbagai sumber literatur yang 
relevan, termasuk buku, artikel jurnal, tesis, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan 
pembagian waris, maqasid syariah, dan isu-isu gender. Dengan pendekatan ini, 
diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang 
diteliti. 

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah identifikasi sumber pustaka. Peneliti 
akan mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan pembagian waris dalam 
Islam dan prinsip-prinsip maqasid syariah, baik dari literatur klasik maupun 
kontemporer. Sumber-sumber ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat 
untuk analisis selanjutnya. Setelah itu, analisis konten akan dilakukan terhadap sumber-
sumber yang telah dikumpulkan, dengan fokus pada interpretasi maqasid syariah dalam 
konteks pembagian waris serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam penerapan 
sistem 2 banding 1. 

Selanjutnya, peneliti akan melakukan sintesis dan penarikan kesimpulan 
berdasarkan temuan dari berbagai sumber. Proses ini melibatkan integrasi argumen yang 
komprehensif tentang bagaimana maqasid syariah dapat memberikan perspektif baru 
dalam pembagian waris. Selain itu, penilaian kritis terhadap literatur yang ada akan 
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membantu mengidentifikasi gap yang dapat dijawab melalui penelitian ini. Penelitian juga 
akan memanfaatkan data sekunder dari penelitian sebelumnya untuk memperkuat 
argumen dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap isu pembagian waris dan 
maqasid syariah. 

Dengan pendekatan penelitian pustaka ini, diharapkan penelitian dapat 
memberikan kontribusi signifikan dalam memahami interaksi antara prinsip-prinsip 
maqasid syariah dan praktik pembagian waris, serta menawarkan rekomendasi untuk 
kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Penerapan Prinsip-Prinsip Maqasid Syariah dalam Sistem Pembagian Waris 2 
Banding 1 

Prinsip-prinsip maqasid syariah, yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan 
keadilan, dapat diintegrasikan dalam sistem pembagian waris 2 banding 1.(Wahyu et al., 
2024) Dalam konteks ini, tiga aspek utama dari maqasid syariah perlindungan jiwa (hifz 
al-nafs), perlindungan akal (hifz al-'aql), dan perlindungan keturunan (hifz al-nasl) 
berperan penting dalam menilai dan merumuskan keadilan dalam pembagian 
waris.(Sumarta et al., 2024) 

Pertama, perlindungan jiwa (hifz al-nafs) menggarisbawahi pentingnya memastikan 
kesejahteraan ekonomi individu setelah kehilangan kepala keluarga. Dalam sistem 
pembagian 2 banding 1, di mana laki-laki menerima dua bagian dari warisan 
dibandingkan perempuan, hal ini dapat dilihat sebagai cara untuk memastikan bahwa 
anggota keluarga, khususnya pria, memiliki sumber daya yang cukup untuk menanggung 
tanggung jawab finansial.(Faizah et al., 2021) Namun, ini juga menuntut adanya 
keseimbangan agar tidak mengorbankan kesejahteraan perempuan, yang sering kali 
menjadi pihak yang rentan dalam konteks ekonomi. Oleh karena itu, meskipun sistem ini 
ada, penting untuk memastikan bahwa perempuan tetap dilindungi dan diberdayakan 
dalam konteks finansial. 

Kedua, perlindungan akal (hifz al-'aql) menekankan pentingnya pendidikan dan 
pemahaman terhadap nilai-nilai Islam dalam konteks pembagian waris.(Hasan & 
Jamaludin, 2023) Dalam masyarakat yang semakin maju, pendidikan mengenai hak dan 
tanggung jawab waris harus ditingkatkan. Dalam hal ini, prinsip maqasid syariah 
mendorong pengembangan kesadaran dan pemahaman yang lebih baik tentang keadilan 
dalam pembagian waris, termasuk upaya untuk mencegah praktik diskriminatif yang 
dapat merugikan salah satu pihak. Penyuluhan tentang hak waris yang adil dan 
berkeadilan gender dapat membantu mengurangi ketegangan sosial dan menciptakan 
kesadaran akan hak-hak yang setara.(Mutamakin, 2024) 

Ketiga, perlindungan keturunan (hifz al-nasl) berfokus pada kesejahteraan generasi 
mendatang. Dalam konteks pembagian waris, ini berarti bahwa sistem yang diterapkan 
harus memastikan bahwa generasi berikutnya dapat menerima warisan yang mencukupi 
untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.(Bariyah, 2024) Pembagian 2 banding 1 harus 
dilihat dalam konteks bagaimana kekayaan yang diwariskan dapat digunakan untuk 
mendukung pertumbuhan dan perkembangan keluarga, termasuk pendidikan anak-anak. 
Dalam hal ini, prinsip maqasid syariah mendorong kita untuk melihat pembagian waris 
tidak hanya sebagai mekanisme distribusi harta, tetapi juga sebagai upaya untuk 
menjamin masa depan yang lebih baik bagi keturunan. 

Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip maqasid syariah dalam sistem 
pembagian waris 2 banding 1 memerlukan pendekatan yang seimbang dan komprehensif. 
Ini bukan hanya tentang mengikuti aturan yang ada, tetapi juga tentang memastikan 
bahwa sistem ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, perlindungan, dan kesejahteraan bagi 
seluruh anggota keluarga, terlepas dari jenis kelamin. Sebagai hasilnya, penerapan yang 
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bijaksana dari maqasid syariah dapat menciptakan harmoni sosial dan mendukung 
pengembangan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan. 
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Pembagian Waris 2 Banding 1 
dalam Konteks Keadilan dan Kesejahteraan Keluarga 

Penerapan sistem pembagian waris 2 banding 1 dalam konteks keadilan dan 
kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berikut 
adalah analisis beberapa faktor utama yang memengaruhi penerapan sistem ini: 
1. Pemahaman Hukum Waris dalam Islam 

Tingkat pemahaman masyarakat mengenai hukum waris Islam sangat mempengaruhi 
penerapan sistem ini. Jika masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai 
prinsip-prinsip maqasid syariah dan nilai-nilai keadilan dalam pembagian harta, maka 
penerapan sistem 2 banding 1 dapat dilakukan dengan lebih adil.(Ikhwanudin, 2023) 
Namun, pemahaman yang terbatas dapat menyebabkan diskriminasi dan 
ketidakadilan, di mana perempuan sering kali tidak mendapatkan hak mereka secara 
proporsional. 

2. Norma Sosial dan Budaya 
Norma sosial dan budaya yang berlaku di suatu masyarakat juga berperan penting 
dalam penerapan sistem pembagian waris. Dalam masyarakat yang masih kental 
dengan pandangan patriarki, pembagian waris 2 banding 1 sering kali diterima tanpa 
pertanyaan.(Bachtiar, 2012) Sebaliknya, dalam masyarakat yang lebih egaliter, norma 
sosial mungkin mendorong reformasi untuk mencapai kesetaraan gender dalam 
warisan, sehingga mendorong perubahan pada cara pembagian waris yang lebih adil. 

3. Kondisi Ekonomi 
Kondisi ekonomi keluarga dan masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana sistem 
pembagian waris diterapkan.(Pakarti & Farid, 2023) Dalam situasi ekonomi yang sulit, 
keluarga mungkin lebih memilih untuk melakukan penyesuaian dalam pembagian 
waris demi kesejahteraan bersama. Misalnya, dalam keadaan darurat, keputusan untuk 
tidak mengikuti sistem 2 banding 1 secara ketat dapat diambil untuk memastikan 
bahwa semua anggota keluarga, termasuk perempuan, mendapatkan dukungan yang 
memadai. 

4. Pendidikan dan Kesadaran Hukum 
Pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kesadaran akan hak-hak waris. 
Masyarakat yang terdidik cenderung lebih sadar akan hak-hak mereka dan lebih 
mungkin untuk menuntut keadilan. Dengan adanya pendidikan yang baik tentang 
hukum waris, termasuk pemahaman mengenai hak-hak perempuan dalam pembagian 
waris, dapat tercipta kesetaraan yang lebih baik dalam penerapan sistem ini.(Tobing & 
Napitupulu, 2023) 

5. Reformasi Hukum dan Kebijakan 
Kebijakan pemerintah dan reformasi hukum juga memainkan peran kunci dalam 
penerapan sistem pembagian waris. Kebijakan yang mendukung kesetaraan gender 
dan perlindungan hak-hak perempuan dapat mendorong penerapan sistem yang lebih 
adil.(Zatadini et al., 2023) Di sisi lain, kurangnya dukungan dari pihak berwenang dapat 
memperkuat praktik diskriminatif yang telah ada.(Anwar et al., 2018) 

6. Tekanan Keluarga dan Masyarakat 
Tekanan dari anggota keluarga dan masyarakat juga dapat memengaruhi keputusan 
mengenai pembagian waris. Dalam banyak kasus, norma keluarga yang mengharapkan 
pembagian 2 banding 1 dapat membuat individu merasa terpaksa untuk mengikuti 
sistem tersebut, meskipun mereka mungkin memahami bahwa hal itu tidak 
sepenuhnya adil.  

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, penting untuk menciptakan 
kesadaran, pendidikan, dan kebijakan yang mendukung keadilan dalam pembagian waris. 
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Hal ini tidak hanya akan memastikan perlindungan hak-hak semua anggota keluarga, 
tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan dan stabilitas sosial dalam masyarakat. 
 
Pengaruh Sistem Pembagian Waris terhadap Hubungan Sosial dan Ekonomi 

Sistem pembagian waris dalam hukum Islam memiliki dampak signifikan terhadap 
hubungan sosial dan ekonomi dalam masyarakat yang menganutnya. Pertama, pembagian 
yang menetapkan hak waris laki-laki dua kali lipat dibandingkan perempuan sering kali 
menciptakan dinamika kekuasaan dalam keluarga.(Afifah, 2024) Hal ini dapat 
memperkuat posisi laki-laki sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan, sementara 
perempuan mungkin menghadapi keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya 
ekonomi. Dalam konteks ini, Surah An-Nisa (4:34) menyebutkan bahwa laki-laki adalah 
pemimpin bagi perempuan, yang dapat menambah pengertian tentang peran gender 
dalam pembagian tanggung jawab di keluarga.(Hunawa, 2018) 

  ُ مُونَ عَلىَ ٱلن ِّسَاءِّٓ بِّمَا فَضَّلَ ٱللََّّ جَالُ قوَََّّٰ  ٱلر ِّ
Artinya: Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dengan sebab kelebihan yang telah 

diberikan Allah kepada sebagian mereka. 
Kedua, ketentuan ini dapat memengaruhi hubungan antar anggota keluarga, di mana 

ada potensi konflik terkait pembagian harta waris. Dalam banyak kasus, ketidakpuasan 
terhadap pembagian yang dianggap tidak adil dapat menimbulkan ketegangan, baik di 
antara saudara kandung maupun di antara generasi yang lebih tua dan lebih muda. Hal ini 
dapat terlihat dalam praktik sosial, di mana keributan tentang warisan sering kali terjadi, 
menciptakan perpecahan dalam keluarga. 

Di sisi ekonomi, sistem ini dapat berkontribusi pada ketidaksetaraan dalam 
kepemilikan aset. Perempuan, meskipun mendapatkan hak waris, sering kali tidak 
memiliki kendali penuh atas harta tersebut, yang dapat membatasi kemampuan mereka 
untuk berinvestasi atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, penting 
untuk mencatat bahwa Surah An-Nisa (4:32) menegaskan bahwa Allah memberi setiap 
orang bagian yang telah ditentukan, yang menunjukkan pentingnya pengakuan hak 
individu.(Saptorini, 2024) Dengan demikian, pembagian waris tidak hanya berpengaruh 
pada aspek legal, tetapi juga menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas, 
yang memerlukan perhatian dan penyesuaian dalam konteks modern. 
 
Tantangan yang dihadapi dalam implementasi sistem pembagian waris 2 banding 1 
menurut maqasid syariah 

Sistem pembagian waris dalam hukum Islam, yang menetapkan hak waris laki-laki 
dua kali lipat dibandingkan perempuan, menghadapi berbagai tantangan dalam 
implementasinya, terutama ketika dianalisis melalui perspektif maqasid syariah, yang 
menekankan tujuan dan nilai-nilai dalam syariat Islam.(Pakarti & Farid, 2023) Salah satu 
tantangan utama adalah isu keadilan, di mana perbedaan hak ini sering dianggap sebagai 
bentuk ketidakadilan bagi perempuan, berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga. 
Dalam Surah An-Nisa (4:135), Allah memerintahkan umat-Nya untuk menjadi penegak 
keadilan, termasuk dalam pembagian waris.  

كُمۡ أوَِّ ٱلۡوََّٰ  ٓ أنَفسُِّ ِّ وَلَوۡ عَلىََّٰ َّ ينَ بِّٱلۡقِّسۡطِّ شُهَدَاءَٓ للَِّّ مِّ قَوََّّٰ كُونوُاْ  ينَ ءَامَنوُاْ  أٓيَُّهَا ٱلَّذِّ أوَۡلىََّٰ  ۞يََّٰ  ُ لِّدَيۡنِّ وَٱلۡۡقَۡرَبِّينََۚ إِّن يكَُنۡ غَنِّيًّا أوَۡ فقَِّيرٗا فٱَللََّّ
َ كَانَ بِّمَا تعَۡمَلُ  ضُواْ فإَِّنَّ ٱللََّّ  وَإِّن تلَۡوُۥآْ أوَۡ تعُۡرِّ

لوُاَْۚ ٓ أنَ تعَۡدِّ مَاۖ فلَََ تتََّبِّعوُاْ ٱلۡهَوَىَّٰ  ونَ خَبِّيرٗا   بِّهِّ
Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu selalu berdiri teguh dalam 

keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun itu terhadap dirimu sendiri atau 
orang tua dan kerabatmu. Baik orang itu kaya atau miskin, Allah lebih berhak atas 
keduanya. Oleh karena itu, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, sehingga kamu 
tidak berlaku adil. Dan jika kamu memutarbalikkan (kesaksianmu) atau menolak 
untuk memberi kesaksian, maka sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu 
kerjakan." 



 

 

486 
 

Surah An-Nisa (4:135) menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam semua 
aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian waris.(Zakiah & Nurfajriyani, n.d.) Ayat ini 
memerintahkan umat Islam untuk selalu berdiri teguh dalam keadilan dan menjadi saksi 
karena Allah, tanpa memandang siapa yang terlibat, termasuk diri sendiri, orang tua, atau 
kerabat. Ini menunjukkan bahwa keadilan adalah prinsip yang harus diutamakan, bahkan 
jika itu berarti mengorbankan kepentingan pribadi. Allah juga mengingatkan bahwa status 
sosial, baik kaya atau miskin, tidak boleh memengaruhi sikap keadilan, sehingga semua 
orang diperlakukan setara. Peringatan untuk tidak mengikuti hawa nafsu mengajak umat 
untuk menjaga objektivitas dalam pengambilan keputusan, mengingat bahwa setiap 
tindakan akan dicatat dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, yang Maha 
Mengetahui segala sesuatu. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa menegakkan 
keadilan tidak hanya melindungi hak individu, tetapi juga menciptakan harmoni dan 
kesejahteraan dalam masyarakat, menjadikannya sangat relevan dalam konteks modern 
yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan sosial. 

Selain itu, maqasid syariah juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan, namun 
pembagian yang tidak seimbang dapat membatasi akses perempuan terhadap sumber 
daya ekonomi, mengurangi kemampuan mereka untuk mandiri. Pendidikan dan 
kesadaran tentang hak dan kewajiban dalam pembagian waris menjadi penting, 
mengingat kurangnya pemahaman masyarakat tentang maqasid syariah.(Sofian, 2023) 
Surah Al-Hujurat (49:13) mengingatkan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang 
bertakwa, menegaskan pentingnya nilai ketakwaan dan pemahaman.  

 إِّنَّ 
كُمۡ شُعوُبٗا وَقَباَئِّٓلَ لِّتعَاَرَفوُٓاَْۚ ن ذكََرٖ وَأنُثىََّٰ وَجَعلَۡنََّٰ كُم م ِّ أٓيَُّهَا ٱلنَّاسُ إِّنَّا خَلقَۡنََّٰ َ عَلِّيمٌ خَبِّيرٞ   يََّٰ كُمَۡۚ إِّنَّ ٱللََّّ ِّ أتَۡقَىَّٰ ندَ ٱللََّّ  أكَۡرَمَكُمۡ عِّ

Artinya: "Wahai umat manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di 
antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha 
Mengetahui dan Maha Mengenal." 

 
Selain itu, ada tantangan dalam mengadaptasi ketentuan waris terhadap konteks 

modern, di mana nilai-nilai kesetaraan gender semakin diangkat. Oleh karena itu, penting 
untuk menjalin dialog antara prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan masyarakat saat 
ini. Dengan meningkatkan pemahaman tentang maqasid syariah dan memperhatikan 
konteks sosial serta ekonomi, implementasi sistem pembagian waris dapat dilakukan 
secara lebih adil dan bermanfaat bagi seluruh anggota masyarakat, terutama perempuan, 
melalui pendekatan yang inklusif dan berbasis pada nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, 
dan pendidikan. 
Pembagian Waris 2 Banding 1: Solusi untuk Kemaslahatan di Masyarakat Modern 

Sistem pembagian waris 2 banding 1 dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai 
solusi untuk mencapai kemaslahatan dalam konteks masyarakat modern, meskipun perlu 
dilihat dalam kerangka keadilan dan tanggung jawab sosial.(Afrizal & Fauzan, 2024) Salah 
satu tujuan maqasid syariah adalah mencapai keadilan sosial (al-‘Adalah), dan pembagian 
waris yang ditetapkan dalam Surah An-Nisa (4:11) menunjukkan bahwa laki-laki memiliki 
tanggung jawab finansial yang lebih besar dalam keluarga. Dengan memberikan dua 
bagian kepada laki-laki, hukum Islam mencerminkan tanggung jawab tersebut, 
menciptakan stabilitas dalam keluarga dan masyarakat. 

فلَهَُ  ٱثۡنَتيَۡنِّ  فَوۡقَ  نِّسَاءٓٗ  كُنَّ  فإَِّن  ٱلۡۡنُثيََيۡنَِّۚ  حَظ ِّ  ثۡلُ  مِّ لِّلذَّكَرِّ  كُمۡۖ  دِّ
أوَۡلََّٰ فِّيٓ   ُ ٱللََّّ يكُمُ  ٱلن ِّصۡفَُۚ  يوُصِّ فلَهََا  دَةٗ  حِّ وََّٰ كَانَتۡ  وَإِّن  ترََكَۖ  مَا  ثلُثُاَ  نَّ 

ا ترََكَ إِّن كَانَ لهَۥُ وَلدََٞۚ فإَِّن لَّمۡ يكَُن لَّهۥُ وَلدَٞ وَوَ  مَّ نۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِّ دٖ م ِّ حِّ بََوَيۡهِّ لِّكُل ِّ وََّٰ هِّ  وَلِّۡ مُ ِّ  فإَِّن كَانَ لَهۥُٓ إِّخۡوَةٞ فلَِِّ
هِّ ٱلثُّلثَُُۚ مُ ِّ ثهَۥُٓ أبََوَاهُ فلَِِّ رِّ

أوَۡ دَيۡن ٍۗ ءَاباَؤُٓكُمۡ وَأبَۡناَؤُٓكُمۡ لََ تدَۡرُونَ أيَُّهُمۡ أقَۡرَبُ لَ  بِّهَآ  ي  يَّةٖ يوُصِّ نۢ بعَۡدِّ وَصِّ كَانَ عَلِّيمًا  ٱلسُّدُسَُۚ مِّ  َ ٍِّۗ إِّنَّ ٱللََّّ نَ ٱللََّّ يضَةٗ م ِّ نفَۡعٗاَۚ فَرِّ كُمۡ 
يمٗا     حَكِّ

Artinya: "Allah memberi ketetapan kepada kamu mengenai anak-anakmu: untuk yang laki-
laki, bagian yang setara dengan dua bagian perempuan. Dan jika ada [hanya] anak 
perempuan, dua atau lebih, maka bagi mereka adalah dua pertiga dari harta 
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peninggalan. Dan jika hanya ada satu, maka untuknya adalah setengah. Dan untuk 
kedua orang tua, masing-masing mendapat sepertiga dari harta peninggalan jika ia 
meninggalkan anak. Tetapi jika ia tidak memiliki anak dan hanya orang tua yang 
mewarisi, maka untuk ibunya adalah sepertiga. Dan jika ia memiliki saudara laki-laki 
atau perempuan, maka untuk ibunya adalah sepertiga, setelah segala wasiat yang 
mungkin ia buat atau utang. Orang tuamu atau anak-anakmu - kamu tidak tahu siapa 
di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. [Pembagian ini adalah] 
ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui dan 
Bijaksana." 
 
Selain itu, meskipun tampaknya ada ketidaksetaraan, sistem ini juga memberikan 

perlindungan kepada perempuan, memungkinkan mereka memiliki sumber daya sendiri, 
sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang menekankan perlindungan individu. Dalam 
Surah An-Nisa (4:32), Allah menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang telah 
ditentukan, mendukung otonomi dan kemandirian perempuan. Pembagian waris yang adil 
juga berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi, mendorong laki-laki untuk aktif berperan 
dalam kesejahteraan keluarga, sesuai dengan prinsip maqasid syariah yang mendorong 
pencapaian maslahah. 

Dalam konteks ini, kaidah maslahah mengedepankan bahwa setiap tindakan yang 
dilakukan harus bertujuan untuk mencapai kebaikan dan mencegah kerugian bagi 
individu maupun masyarakat.(DAINORI, 2022) Dengan memberikan hak waris yang jelas 
dan adil, sistem ini tidak hanya memastikan keadilan bagi semua pihak, tetapi juga 
memfasilitasi stabilitas ekonomi dan sosial dalam keluarga. Selain itu, dengan tanggung 
jawab yang lebih besar pada laki-laki, pembagian waris ini mendukung upaya kolektif 
untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan, selaras dengan prinsip maslahah 
yang menekankan pentingnya kepentingan umum dalam setiap kebijakan dan praktik 
hukum Islam. 

Dalam konteks modern yang semakin mengedepankan kesetaraan gender, penting 
untuk melibatkan dialog mengenai interpretasi hukum waris dan melakukan penyesuaian 
yang relevan, sehingga nilai-nilai syariah tetap terjaga sambil memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, sistem pembagian waris 2 banding 
1 dapat menjadi solusi yang efektif untuk mencapai kemaslahatan di masyarakat modern, 
asalkan dilandasi oleh keadilan dan tanggung jawab. 
 
KESIMPULAN 

Analisis sistem pembagian waris 2 banding 1 dalam perspektif maqasid syariah 
menunjukkan bahwa meskipun terdapat ketidaksetaraan yang tampak dalam pembagian 
harta waris, sistem ini memiliki tujuan yang lebih luas dalam mencapai keadilan dan 
kesejahteraan keluarga. Prinsip maqasid syariah, yang menekankan perlindungan jiwa, 
akal, dan keturunan, memberikan landasan untuk memahami pembagian waris tidak 
hanya sebagai angka, tetapi juga sebagai alat untuk menjaga kesejahteraan seluruh 
anggota keluarga, terutama perempuan. Faktor-faktor seperti pemahaman hukum, norma 
sosial, kondisi ekonomi, pendidikan, dan kebijakan pemerintah memainkan peran penting 
dalam penerapan sistem ini. Pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak waris 
dapat membantu mengurangi diskriminasi dan meningkatkan keadilan dalam praktik 
pembagian harta. Selain itu, tantangan dalam menyeimbangkan nilai-nilai tradisional 
dengan kebutuhan masyarakat modern perlu diatasi melalui dialog dan reformasi hukum. 
Kaidah maslahah mendukung bahwa setiap kebijakan harus bertujuan untuk mencapai 
kebaikan dan mencegah kerugian, sehingga sistem pembagian waris yang adil dapat 
berkontribusi pada kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dalam konteks ini, pembagian 
waris 2 banding 1 dapat dilihat sebagai solusi yang seimbang dan berkelanjutan, asalkan 
tetap berpegang pada prinsip keadilan dan tanggung jawab. Dengan pendekatan yang 
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inklusif, sistem ini dapat menciptakan harmoni dalam keluarga dan masyarakat, serta 
memenuhi tuntutan keadilan yang semakin berkembang di era modern. 
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